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Abstrak
 

<p>Skripsi ini rhembahas tentang penanganan kasus pertikaian antar kampung di wilayah Kabupaten Sumba

Barat oleh Kompi D Satuan Brimob Polda Nusa Tenggara Timur. Yang mana pertikaian antar kampung

tersebut merupakan tindakan anarkhis yang dapat mengancam harta , benda dan nyawa manusia. Sehingga

kasus tersebut segera ditangani secara intensif. Penanganan dilakukan secara bertahap oleh Polres Sumba

Barat dan Kompi D, yang dalam pelaksanannya Polres Sumba Barat mengalami kendala dan tidak mampu

menyelesaikan pertikaian yang terjadi sehingga Polres Sumba Barat meminta bantuan kepada Kompi D

Satuan Brimob Polda Nusa Tenggara Timur. Dalam pelaksanaan penanganan pertikaian antar kampung

yang terjadi Kompi D Satuan Brimob Polda Nusa Tenggara Timur menerapkan Prosedur Tetap No. Pol.:

PROTAP/15-R/IV/2006 tentang penyiapan tindakan tegas. Supaya dalam pelaksanaan dan penerapan Protap

tersebut dapat terlaksana dengan baik maka pelaksanaannya harus maksimal, optimal dan terpokus sehingga

tujuan dari pelaksanaan tersebut dapat dicapai. Untuk mampu melaksanakan Protap 15-R dalam menangani

pertikaian dengan baik maka diperlukan personil yang profesional, mahir dan handal serta didukung dengan

sarana dan prasarana yang memadahi. Personil Brimob Kompi D agar profesional, mahir dan handaI dalam

menerapkan Protap 15-R maka harus mengenal Protap tersebut dengan baik, kemudian bisa mengerti dan

memahaminya serta mampu melaksanakan. Agar pelaksanannya dapat baik harus diadakan latihan-latihan

secara satin serta didukung dengan kekuatan personil yang memadahi yaitu sesuai dengan Daftar Standart

Personil Polri. Selain meningkatkan personil Polri dalam menyelesaikan pertikaian, diperlukan juga

dukungan dari pemerintah daerah untuk mengatasi faktor-faktor yang mempengaruhi dilapangan. Adapun

tindakan-tindakan pemerintah daerah yang harus dilaksanakan yaitu harus dapat menentaskan kemiskinan

dan keterikatan adat, meningkatkan penerbitan sertifikasi tanah dan mensosialisasikan hukum positif serta

meningkatkan pendidikan pada masyarakat. <p>Dalam pembahasan skripsi ini, fokus penelitian adalah pada

fenomena tentang penerapan Protap 15-R tentang penindakan tegas, tindakan tegas tersebut dipokus pada

pertikaian antar kampung di wilayah Kabupaten Sumba Barat. Hal tersebut menurut penulis adalah menarik

untuk diangkat menjadi permasalahan, yang kemudian dianalisa melalui teori-teori dalam kepustakaan

konseptual. Untuk mempermudah mengikuti alur pikir skripsi ini, penulis membuat kerangka berpikir.

Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah Metode PeneIitian Kualitatif dengan pendekatan penelitian

Yuridis Manajerial dan metode penulisan Deskriptif Analisis melalui studi kasus, serfs sifat penelitian

eksploratif. <p>Penulis mengumpulkan informasi, penulis melakukan observasi (pengamatan) langsung di

lokasi penelitian, wawancara dan dokumentasi berupa foto. <p>Penulis menyimpulkan bahwa dalam kasus

tersebut, bisa dilakukan penanganan kasus pertikaian dengan mengacu pada Prosedur Tetap dan perundang-

undangan serta peraturan-peraturan yang terkait.
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